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BADAIT I{EPEGAWAIAN IYEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2OT7

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 341 Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil, pedu menetapkan Peraturan Badan

Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pemberian Cuti

Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat t.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur

Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan [embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Man4iemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Irmbfian Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan

Kepegawaian Negara (lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1281);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19

Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia



Menetapkan

Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Kepala Badan KePegawaian Negara Nomor 19

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O15 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG

TATA CARA PEMBERI.AN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I
Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Surat Edaran

Kepala Badan Administrasi Kepega.waian Negara Nomor

Ol /S.Dl 1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai

Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-., _

lnrPeraturan Badan

diundangkan.

Pasal 3

mulai berlaku pada tanggal



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan PenemPatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tansgal 21 Desember 2017

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta

pada tansgal 22 Desmber 2Ol7

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERTAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESTA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESTA TAHUN 2017 NOMOR 1861

Salinan sesuai dengan aslinya

NEGARA

leli Kurniatri

ttd.



I

I.AMPIRAN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2OI7

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TATA CARA PEMBERI,AN CUTI PEGAWAI NEGERI SIHL

PENDAHULUAN

A. UMUM

1- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 310 Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

dinyatakan bahwa cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri atas cuti

tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena

alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggrmgan

negara.

2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan tertib administrasi

dalam pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil dan untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 341 Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2Of7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

tata cara pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil perlu

ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

TUJUAN

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat

Pembina Kepegawaian dan Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan

dalam pelaksanaan cuti Pegawai Negeri Sipil.

B

C. PENGERTI.AN

l. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalarn

jangka waktu tertentu.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

n arga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai AParatur Sipil Negara yang

selanjutnya disingkat pegawai ASN secara tetaP oleh pejabat

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
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Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

ada-lah pejabat yang mempunyai kewenangan menetaPkan

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN

dan pembina-an manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai

dengan kete[tuan peraturan perundang-undangan-

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah PPK atau

pejabat yang mendapat delegasi s€bagian wewenang dari PPK

untuk memberikan cuti.

Tim Penguji Kesehatan adalah suatu tim yang dibentuk oleh

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah untuk

menguji kesehatan PNS.

D RUANG LINGKUP

Ruang Iingkup Peraturan Badan ini terdiri atas;

1. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dan Jenis Cuti;

2. Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti; dan

3. Ketentuan l,ain-lain.

II. PA'ABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI DAN JENIS CUTI

A. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

1. Cuti diberikan oleh PPK.

2. PPK sebABrirrrana di rnakslrd pada angka I terdiri atas:

a. menteri di kementerian, termasuk Jaksa Agung dan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian,

termasuk Kepala Badan Intelijen Negara dan pejabat lain

yang di tentukan oleh Presiden;

c. sekretaris jenderal di selcetariat lembaga negara dan

lembaga nonstnrktural, termasuk Sckretaris Mahkamah

Agung;

d. grrbernur di provinsi; dan

e. bupati/walikotadikabupaten/kota-

3. PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepa.da

pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali

ditentukan lain dalam Peraturan Badan ini.

3

4

5



4. Keputusan pendelegasian weBtenang pemberian cuti

sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuat menurut contoh

sebagaimana tercantum datam Anak Lampiran l.a yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

5. Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian

dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga

yang bersangkutan kecuali cuti di luar tanggungan negara.

B Jenis Cuti

Cuti terdiri atas:

l- Cuti tahunan;

2. Cuti besar;

3. Cuti sakit;

4. Cuti melahirkan;

5. Cuti karena alasan p€nting;

6. Cuti bersama; dan

7- Cuti di luar tanggungan ncgara.

III. TATA CARA PERMIT.ITAAN DAN PEMBERTAN CUTI

A. Cuti Tahunan

1, PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu)

tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

2. tamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimatsud pa.da

angka 1 adalah 12 (dua belas) hari kerja.

3. Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1

(satu) hari kerja.

4. Unhrk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana

dimaksud pada angka 1, PNS atau Calon PNS yang

bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.

5. Berdasarkan permintaan secara tertu.lis sebagaimana dirnaksud

pada angka 4, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

memberikan cuti tahunan kepada PNS atau Calon PNS yang

bersangkutan.

6. Permintaan dan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada

angka 4 dan angka 5 dibuat menurut contoh dengan

mengguna](an formulir sebagaimana tercantum dalarn Anak
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Lampiran f.b yang bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

7. Dalam hal hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada

angka I yang akan digunakan di tempat yang sulit

perhubungannya maka jangka waktu cuti tahunan tersebut

dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.

8. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang

bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun b€rikutnya untuk
paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan

dalam tahun be{alan.
Contoh:

Sdr. Heru Sudiyanto NIP. 196303121991021005 dalam tahun

2Of8 tidak mengajukan permintaan cuti tahunan. Pada tahun

2019 yang bersangkutan mengajukan permintaan cuti tahunan,

untuk tahun 2018 dan tahun 2019. Dalam hal demikian maka

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti hanya dapat

memberikan cuti tahunan kepada PNS yang bersangkutan

paling lama 18 (delapan belas) hari kerja'

9. Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun

bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya Paling

banyak 6 (enam) hari kerja-

Contoh:

a. Sdri. Dian Sulistiowati NIP. 198609222O l4O22OOl, tahun

2018 menggunakan hak cuti tahunan selama 3 (tiga) hari

kerja, sisa hak cuti tahunan Sdri. Dian Sulistiowati pada

tahun 2O18 sebanyak 9 (sembilan| hari kerja. Datram hal

demikian hak cuti tahunan yang dapat diperhitungkan

untuk tahun 2019 sebanyak 18 (delapan belas) hari keda,

termasuk cuti tahunan dalam tahun 2019.

b. Sdri. Wening Wulandari NIP 197aO5262O 1OO52O09, tahun

2018 menggunakan hak cuti tahunan selama 7 (tujuh) hari

kerja, sisa hak cuti tahunan S&i- Wening Wulandari pa.da

tahun 2Ol8 sebanyak 5 (lima) hari kerja. Dalam hal

demikian hak cuti tahunan yang dapat dip€rhitungkan

untuk tahun 2019 sebanyak 17 (tujuh belas) hari kerja.

lO. Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pa.da angka I
yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut,

dapat digunakan dalam tahun berikutrrya untuk Paling lama 24
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(dua pr:Iuh empat) hari kerja termasuk hsk atas cuti tahunan

dalam tahun berjalan.

Contoh:

a. Sdr. Saputra NIP. 198O09252OO4021OO4 dalam tahun 2018

dan tahun 2019 tidak mengajukan permintaan cuti

tahunan. Pada tahun 2O2O yang bersangkutan mengajukan

permintaan cuti tahunan untuk tahun 20f8, 2O19, dan

2O2O. Dalani hal demikian Pejabat Yang Berwenang

Memberikan Cuti dapat memberikan cuti tahunan kepa.da

PNS bersangkutan untuk paling latna 24 (dua puluh empa.t)

hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun 202O.

b. Sdr. ABus wahyudi NIP. 1985O5l42Ol4Ol lOOl, tahun 2Ol7

menggunakan hak cuti tahunan selama 5 (lima) hari kerja.

Pada tahun 2018, cuti tahunan tidak digunalaa. Dalaro hal

demikian Pejabat Yang Berwenang Mernberikan Cud daPat

memberikan cuti tahunan kepada PNS bersangkutan untuk

paling lama 18 (delapan belas) hari kerja, termasuk cuti

tahunan dalam tahun 2O19.

c. Sdri. Fadzilla NIP. 19870811201402200r, tahun 2018

menggunakan hak cuti tahunan selama 7 {tujuh} hari kerja.

Pada tahun 2O19, cuti tahunan yang bersangt<utan tidak

digunakan. Dalam hal demikian Pejabat Yang Berwenang

Memberikan Cuti dapat memberikan cuti ta.hunan kePada

PNS bersangkutan untuk paling la-rna 18 (delapan belas)

hari ke{a, termasuk cuti tahunan dalam tahun 2020.

11. Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama I

(satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.

12. Hak atas cuti tahunan yan8 ditangguhkan *bagairnana

dimaksud pada angka ll dapat digunakan dala"' tahun

berikutnya selama 24 (dua puluh ernpat) hari kerja termasuk

hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan-

Contoh:

Sdri. Sri Rahayu NIP. L99009252OI4O22OO4 mengajukan

permintaan cuti tahr.rnan untuk tahun 2Ol8 selama 12 (dua

belas) hari kcrja. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

tidak memberikan cuti kanena kepentingan dinas mendesak-
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B

Dalam hal dernikian maka hak atas cuti tahunan Sdri. Sri

Rahayu pada tahun 2ol9 menjadi selama 24 (dua puluh empa.t)

hari kerja, termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahr:n

berja-lan.

13. Dalam hal terdapat PNS yang telah menggunakan Hak atas cuti

tahunan dan masih terdapat sisa Hak atas cuti tahunan untuk

tahun berjalan, dapa.t ditangguhkan penggunaannya oleh

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk tahun

berikutnya, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak'

14. Hak atas sisa cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana

dimaksud pada angka 13 dihitung penuh dalam tahun

berikutnya.

Contoh:

Sdr. Dicky Pamungkas NIP. 1990O9252O14O21OO4 memiliki sisa

cuti tahunan pada tahun 2Ol8 sebanyak 9 (sembilan) hari kerja.

Pada akhir tahun 2O18 yang bersangkutan mengajukan kembali

permintaan cuti tahunan untuk tahun 2O18 selama 9 (sembilan)

hari kerja. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

menangguhkan hak atas cuti tahunan untuk tahun 2018 karena

kepentingan dinas mendesak. Dalam hal demikian maka hak

atas cuti tahunan Sdr. Dicky Pamungkas pa.da tahun 2O19

menjadi selama 21 (dua puluh satu) hari kerja, termasuk hak

atas cuti tahunan dalam tahun 2O19.

f5. PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan

dosen pada perguruan ti.gg yang mendapat liburan menurut

peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang

telah menggunakan hak cuti tahunan.

16. Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah

pega.wai pada unit kerja yang bersangkutan-

Cuti Besar

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara

terus menerus berhak atas cuti besar paling Iama 3 {tiga} bulal.

2. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas

cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
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Contch:

Sdr. Aldi NIP. f98OOf l22O l4O I IOOS telah bekerja s€cara terus

menerus sejak Januari 2O14. Pada tanggal 10 Februari 2Ol9

mengajukan permintaan cuti besar selama 3 (tiga) bulan

terhitung mulai I Maret 2019 sampai dengan 31 Mei 2019'

Kemudian pada tanggal 18 Februari 2O19 Pejabat Yang

Berwenang Memberikal Cuti, memberikan cuti besar sesuai

permintaan PNS yang bersangkutan.

Dalam hal demikian ma.ka Sdr. AIdi:

a. Tidak berhak atas cuti tahunan untuk tahun 2O19.

b. Cuti besar berikutnya baru daPat diajukan paling cepa.t I
Jl.:mi2024.

3. PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun

yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan

diberikan dengan memperhitunglan hak atas cuti tahunan yang

telah digunakan.

Contoh:

Sdr. Ahmad NIP. 198501122014011009 telah bekerja secara

terus menerus sejak 1 Januari 2O14. Pada bulan Maret 2019

yang bersangkutan telah menggunakan hak atas cuti tahunan

tahun 2O19 setama 12 (dua belas) hari kerja- Pada tanggal 4

November 2O19 mengajukan permintaan cuti besar selama 3

(tiga) bulan terhitung mtrlai 18 l{ovember 2Ol9 sampa.i dengan

18 Febmari 2O2O. Dalam hal Pejabat Yang Berwenang

Memberikan Cuti akan memberikan cuti selama 3 (ti8a) bulan

maka:

a. Pejabat Yang Elerwenang Memberikan Cuti, saat

menetapkan pemberian cuti besar tetap

mempertimbangkan cuti tahunan yang srrdah diSunakan

selama 12 {dua belasf hari keda sebeh:m mengajukan

permintaan cuti besar-

b. Hak atas cuti besar Sdr. Ahmad diberikan paling lama

terhitung mulai 18 November 2019 sampai dengan 31

Jar:rtari 2O2O.

c. Sdr. Ahmad masih mempunyai hak atas cuti tahunan pada

tahun 2O2O.
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d. Cuti besar berikutnya baru dapat .riajukan palin8 cePat I
Februari 2025.

4- PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih

mempunyai sisa hal< atas cuti tahunan tahun sebelumnya maka

dapat menggunakan sisa hak atas cuti tahunan tersebut.

Contoh:

Sdr. Dion Abdul Rauf NIP. 198504032O12O2IOO7 telah bekerja

secara terus menerus sejak I Februari 2012. Pada lahrun 2O17,

yang bersangkutan memiliki hak cuti tahunan 2O17 selama 1l

(sebelas) hari dan sisa hak cuti tahunan tahun 2016 s€lama 6

(enam) hari. Pada tanggal 28 Agustus 2Ol7 mengajukan

permintaan cuti besar selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 1

September 2017 sampai dengan 3O November 2O17. Pejabat

Yang Berwenang Memberikan Cuti dapat memberikan cuti besar

secara penuh selarna 3 (tiga) bulan.

Dalam hal demikian, maka:

a. Sdr. Dion tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun

2017 .

b. Sdr. Dion masih mempunyai hak atas sisa cuti tahunan

tahun 2016 selama 6 (enam) hari.

c. Cuti besar berikutnya baru daPat.riajukan paling cepat I
Desember 2O22.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan

bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk

kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji p€rtama kali

dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang

(kloter) yang dikcluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab

dalam penyelenggaraan haji.

6- Untuk menggunakan hak atas cuti besar sebagaimana

dimaksud pa.da aneka l, PNS yang bercangkutan mengajukan

permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang El'erwenang

Memberikan Cuti.

7. Berdasarkan permintaaa secara tertulis sebagaimana dimalsud

pada angka 6, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

memberikan cuti besar kepa.da PNS yang bersangkutan.

8. Permintaan dan pemberian cuti be sar s€bagaimana dimaksud

pada angka 6 dan angka 7 dibuat menurut contoh dengan
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C- Cuti Sakit.

l. Setiap PNS yang menderita sekit berhak atas cuti sakit.

m€nggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak

Lampiran l-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

9. Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat

Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu)

tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali

untuk kepentingan agama.

Contoh:

Sdr. Arman NIP 1980011220 14011005 telah bekerja secara

terus-menerus sejak Januari tahun 2O14- Dalan bulan Marct

2Ol9 ia mengajukan cuti besar selama 3 (tiea) bulan, tetapi oleh

karena kepentingan dinas mendesak, pemberian cuti besar

ditangguhkan selama 1 (satu) tahun, sehingga yang

bersangkutan diberikan cuti besar mulai 1 Maret sampai dengan

3l Mei 2O2O. Dalam hal demikian perhitungan hak atas cuti

b€sar berikutnya bukan terhitr:ng mr.rlai bulan Juni 2025, tetapi

terhitung rnulai bulan Juni 2O24.

10. PNS yang menggunakan cuti besar ktrrang dari 3 (tiga) bulan'

maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus'

Contoh:

Sdr. Amir NIP l98l0l I52O1OO310O5 telah bekerja secara terus

menerus sejak I Maret 201O- Pada lO Mei 2O17 yang

bersangkutan mengajukan cuti besar selama 2 (dua) bulan

sampai dengan 10 Juli 20f7, Dalam hal demikian maka sisa hak

atas cuti besar sel,ama I (satu) bulan menjadi hapus.

Sdr. Amir baru dapa.t mengqiukan cuti besar berikutnya s€telah

lO Jvli 2022.

ll. Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang

bersangkutan menerima penghasilan PNS.

12. Penghasilan sebaga.imana dirnaksud pada aneka 11, terdiri atas

gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai

dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur

gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.
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2. PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat ket€rangan

sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan

melampirkan surat kete.angan dolder-

3. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat

belas) hari b€rhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS

yang bersangkutan harus mengajulcn permintaan secara

tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

dengan melampirkan surat keterangan dokter.

4. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak

atas cuti sakit, dengan ketenhran bahwa PNS yang

bersangkutsn harus mengajukan permintaan secara tertulis

kepada Pejabat Yang Elerwenang Memberikan Cuti dengan

melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.

5. Dokter pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 4

merupakan dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bckerja

pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.

6. Surat Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 3

dan 4 paling sedikit memuat Pernyataan tentang perlunya

diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang

diperlukan.

7 . Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama f (satu)

tahun.

8. Jangla waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud Pada angka 7

dapat ditambah untuk paling lana 6 (enarn) bulan apa.bila

diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim p€nguji

kesehatan yang ditetepkan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahaa di bidang kesehatan.

9. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya datam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada angka 8, harus diuji kembali

kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetaPkan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan.

1O. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana

dimaksud pada aneka 9 PNS belum sembuh dari penyakitnya,

PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari

jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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D. Cuti

l.

2.

3.

11, PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit

untuk paling lama I f /2 (satu setengahl bulan.

12. Untuk menggunakan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud

pada angka 1, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan

s€cara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan

Cuti.

13- Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud

pada angka 12, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

memberikan cuti sakit kepada PNS yang bersangkutan.

14. Permintaan dan pemberian cuti sakit 36lqgaimana dirnaksud

pada angka 12 dan angka l3 dibuat menurut contoh dengan

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak

Lampiran 1.b yang merupalan bagian tidak t€rpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

15. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena

menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan

p€rlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang

bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

16. Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan

menerima penghasilan PNS.

17. Penghasilan 56!qg*iman3 dimaksud pada angka 16, terdiri atas

gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan

tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan

Pemerintah yang mengStur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

Melahirkan

Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak

ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan.

Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS

diberikan cuti besar.

Cuti besar untuk kelahiran anak keempa.t dan set€rusnya

berLaku ketentuan sebagai berikut:

a. p€rmintaan cuti tersebut tidak daPat ditangguhkan;

b. mengesampinglan ketentuan telah bekerja paling singkat 5

tahun s€cara terus-menerus; dan

c. lamanya cuti besar ters€but sama dengan lamanya cuti

melahirkan-
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4. Iamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka I

adalah 3 (tiga) bulan.

5. Untuk menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana

dimaksud pada anqka l, PNS yang bersangkutan mengajukan

permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang

Memberikan Cuti.

6. Berdasarkan p€rmintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud

pada angla 5, Pejabat Yang Berwenang Mernberikan Cuti

memberikan cuti melahirkan kepada PNS yang bersangkutan.

7 - Permirrtaan dan pemberian cuti melahirkan sebagaimana

dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dibuat menurut contoh

dengan menggunakan formulir sebagaimana tercanttrm dalam

Anak Lampiran l.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Feraturan Badan ini.

8. Dalam hal tertentu PNS dapat mengajukan Permintaan cuti

melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan.

9. Sel,ama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang

bersangkutan menerima penghasilan PNS.

1o- Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 9, terdiri atas

gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan

tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan

Pemerintah yang mengatur Baji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

Cuti Karena Alasan Penting.

I. PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:

a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua,

atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;

b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf

a meninggal dunia, dan menurut Peraturan Pcrundang-

undangan PNS yang berc€ngkutan harus mengurus hak-

hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau

c. melangsungkanperkawinan.

2- Sakit keras sebagaimana dimaksud pada angka I huruf a
dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inaP

dari Unit Pelayanan Kesehatan.
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3. PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/oPerasi caesar daPat

dib€rikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat

keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.

4. Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau

bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting

dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua

Rukun Tetangga.

5. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang

rawan dan/atau berbahaya dapat mengajukan cuti kalena

alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang

bersangkutan.

6. Irmanya cuti karena alasan penting ditentukaq oleh Pejabat

Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama I (satu) bulan.

7. Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting

sebagaimana dimaksud pada angka 1, PNS ya[g bersangkutan

mengajukan permintaan s€cara tertulis kepada Pejabat Yang

Berwenang Memberikan Cuti-

8. Berdasarkan permintaan secara tertulis dimaksud

pada angka 7, Pejabat Yarrg Berwenang Memberikan Cuti

memberikan cuti karena alasan penting kepada PNS yang

bersaagkutan.

9. Permintaan dan pemberian cuti karena alasan penting

sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan algka 6 dibuat

menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana

tercantum dalam Anak Lampiran l b yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

lO. Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan

tidak dapat menunggu kePutusan dari Pejabat Yang Berwenang

Memberikan Cuti, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang

b€rsangkutan bekeda dapa.t memberikan izin sementara secara

tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan

penting.

ll. Pejabat sebagaimana yang dimaksud pa.da angka lO dapat

memberikan izin sementara secara tertulis menurut contoh

sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran l.c yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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12. Pemberian izin s€mentara sebagaimana dimaksud pada angla

lo harus segera diberitahukan kepada Pejabat Yang Berwenang

Memberikan Cuti.

13. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti setelah menerima

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 12

memberikan hak atas cuti karena alasan penting kepada PNS

yang bersangkutan.

14. Selarna menggunatan hak atas cuti kanena alasan penting, PNS

yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

15. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 14, terdiri atas

gqii pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan

tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan

Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

Cuti Bersama.

l. Presiden dapat menetapkan cuti bersama.

2. Cuti bersama sebagairnana dimaksud pada angka f ddak

mengurangi hak cuti tahunan.

3. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan

dengan Keputusan Presiden.

4. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti

bersama, hak cuti ta}:unannya ditambah sesuai dengan jumlah

cuti bersama yang tidak diberikan.

Contoh:

sdri. Filda Rista, NIP. 19a41oo42olol22ool PNS yang

menduduki jabatan fungsional perawat pada Rumah Sakit

Umum Daerah Brebes. Pada bulan Juni lzhw,r 2Ol7 ya,)g

bersangkutan tidak diberikan ha-k cuti bersama dalam rangka

Hari Raya Idul Fitri selama 5 (lima) hari kerja karena harus

tugas jag./piket. Dalam hal demikian, maka hak atas cuti

tahunan tahun 2Ol7 ditambah 5 (Iima) hari kerja.

5. Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud

pada angka 4 hanya dapa.t digunakan dalam tahun berjalan.
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G. Cuti di Luar Tang$mgan Negara.

l. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (Iima) tahun secara

terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat

diberikan cuti di luar tanggungan negara.

2. Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada

angka I antara lain sebagai berikut:

a. mengikuti atau mendampingi suami/isteri tugas

negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;

b. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;

c- menjalani program unhrk mendapatkan keturunan;

d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;

e. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan

perawatrn khusus; dan/atau

f. mendampingi/merawatorangtua/mertuayangsakit/uzur.

3. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara kareata

alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus

metampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas

negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang.

4. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena

alasan sebagaimana dimaksud pada angla 2 huruf b harus

melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/

pengangkatan dalam jabatan.

5. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena

alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, huruf d,

dan huruf e harus melampirkan surat keterangan dokter

spesialis.

6. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena

alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f harus

melamptkan surat keteranBan dokter.

7. Cuti di luar talrggungarr negara dapa.t diberikan untuk paling

Iama 3 (tiga) tahun.

8. Jangka wakhr cuti di luar tanggungan negara sebagaimana

dimaksud pada angka 7 dapat diperpanjanC palinB lama f (satu)

tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk

mernperpanjangnya.

9, Cuti di luar t€nggungan ncgara mcngakibatlan PNS yang

bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.



- 16 -

10- Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar

tanggungan negara harus diisi.

11. Untuk mendapa.tkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang

bersangkutan mengajukan permintaan/permohonan secara

terttrlis kepada PPK disertai dengan alasan yang dibuat menurut

contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran l.b yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

12. Berdasarkan permintaan/permohonan secara tertulis

sebagaimana dimaksud pada angka 11, PPK atau pejabat lain

yang ditunjtrk mengajukan permintaan persetujuan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional

Badan Kepegawaian Negara yang dibuat rangkap 3 (tiga)

menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran

l d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

13. Dalam hal permintaan/permohonan cuti disetujui, Kepala

Badan Kepegawaian Negara/Kepah Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara menandatangani Persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ang)<a. 12.

14. Dalam hal permintaan/permohonan cuti ditolak, Kepala Badan

Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara mengembalikan sec€ra tertulis usul

p€rsetujuan disertai alasan penolakan.

15. Pers€tujuan Kepala Badan Kepega.waian Nega::i/Kepala Kantor

Regional Badan Kepega.waian Negara sebagaimana dimaksud

pa.da angka 12 diperuntukkan kepa.da:

a. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;

b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Badan dan

atau Dinas Pengelotaan Keuangan Daerah; dan

c. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian-

16. Cuti di luar tanggungan negara, hanya dapat diberikan dengan

keputusan PPK setelah mendapat p€rsetujuan dari Kepala

Badan Kepegawaian Negara yang dibuat menurut contoh

sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran l.e yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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17- PPK sebagaimana dimaksud pa.da ang!<a. 12 tidak dapat

mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan

ne8ara.

18. Permohonan cuti di luar tanggungan negara dapat ditolak.

19. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang

bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan Pt{S.

2O- Selama menjalankan cuti di luar tangSungan negara tidak

diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

21. PNS yang tel,ah menjalankan cuti di luar tanggungan negara

untuk paling Iama 3 (tiga) tahun tetapi ingin memperpanjang,

maka yang bersangkutan harus mengajukan permintaan/

permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara,

disertai dengan alasan-alasan yang Penting untuk

memperpanjangnya yang dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Anak Lampiran l-f yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

22. Permintaan/permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan

negara harus sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum cuti di luar tanggungan negara berakhir.

23. Permintaan/permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan

negara dapat dikabulkan atau ditolak berdasarkan

pertimbangan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti di luar

tanggungan negara.

24- Berd.asarkan p€rmintaan/permohonan secara tertulis

sebagaimana dimaksud pa.da angka 23, PPK atau pejabat lain

yang ditunjuk mengajukan permintaan/Permohonan

persetujuan perpanjangan cuti kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara yang dibuat rangkap 3 (tiga) menurut

contoh sebagairnana tercantum dalam Anak Lanpiran l.g yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

25. Dalam hal permintaan/permohonan perpanjangan cuti disetujui,

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepa-la IGntor Regional

Badan Kepegawaian Negara menandatangani Pers€tujuan

sebagaimana dimaksud pada angka 24.
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26. Perpanjangan cuti di luar tanggungan negara diberikan dengan

keputusan PPK setelah mendapat persetujuan Kepala Badan

Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara yalg dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Anak Lampiran 1.h yang merupa.kan b"gtan

tidak terpisahkan dari Perattran Badan ini.

27. PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan

negara wajib melaporkan diri sccara tertulis kepada instansi

induknya yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum

dalam Anak Lampiran l.i yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

28. Batas waktu meLaporkan diri secara tertulis sebagaimana

dimaksud pada angka 27 , palng lama I (satu) bulan setelah

selesai menjalankan cuti di Iuar tanggungan negara.

29. PPK dalam jangka waktu paling larna I (satu) bulan setelah

menerima laporan sebagaimana dimaksud pa.da angka 27, wajlb

mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali PNS yang

bersangkutan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

dengan formulir yang dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Anak l^ampiran fj yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

3O. Dalam hal permohonan pengaktifan kembali PNS sebagaimana

dimaksud pada angka 29 disetujui, Kepala 64619lr Kepegawaian

Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

menandatangani persetujuan tersebut.

31. PPK berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian

Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

sebagaimana dimaksud pada angka 3O menetapkan keputusan

pengaktifan kembali PNS dalam jabatan yang dibuat menurut

contoh sebagaimana tercantum dalam Anak t ampiran l.k yang

merupakan bagian tida-k terPisahkan dari Peraturan Badan ini'

32. Dalam hal PNS yang melaporkan diri sebrg imana dimaksud

pada angka 27 , tetapi tidak dapat diangkat dalam jabatan pada

instansi induknya, disalurkan pada instansi lain.
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33. Penyaluran pada instansi lain sebagaimana dimaksud pada

an$<a 32, dilakukan oleh PPK setelah b€rkoordinasi dengan

Kepala Badan Kepegawaian Negara-

34. Koordinasi PPK dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara

disampaikan dengan mengajukan permintaan penyaluran

pegawai yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum

dalam Anak Lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

35. Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan pengajuan

penyaluran pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 34,

menyampaikan ada atau tidak adanya jabatan yang lowong

kepada PPK.

36. Datam ha] terdapat jabatan yang lowong, PPK mengajukan

permohonan persetujuan pengaktifan kembaLi kepada Kepala

Badan Kepegawaian NegaralKepa.la Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara dengan formulir yang dibuat menurut

contoh sebagaimana tercanhm dalam Anak Lampiran lj yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

37. PPK berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegav/aian

Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

sebagaimana dimaksud pada angka 36 menetapkan kePutusan

pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ang)<a 27

dan angka 32 sesuai jabatan yang tercedia.

38- Keputusan pengaktifan kembati sebagaimana dimaksud pada

angka 37 dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam

Anak Lampiran l.k yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

39. PNS yang tidak dapat disalurkan dalam wakhr paling lama I

(satu) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

40. PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka

waktu paling lama I (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada

angka 27 dan angka 28, diberhentikan dengan hormat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud

pada angka 39 dan angka 40 diberikan hak kepegawaian sesuai

p€raturan perundang-undangan.
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ry. KETENTUANL,AIN-I,PIIN

1. PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar,

cuti karena alasan penting, dan cuti bersarna dapat dipa.nggil kembali

bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.

2. Dalam hal PNS dipanegil kembali bekerja, j.ngka waktu cuti yang

belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan'

3. Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan

cuti karena alasan penting yang al<an dijalankan di luar negeri,

hanya dapat diberikan oleh PPK.

4. palarn lal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak

dapat menunggu keputusan dari PPK sebagaimana dimaksud pa.da

angka 3, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang b€rsangkutan

bekerja dapat memberikan izin sementara secana tertulis untuk

menggunakan hak atas cuti.

5. Pernberian izin sementara harus segera diberitahukan kePada PPK.

6. PPK setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

angka 5 memberikan hak atas cuti kepada PNS yang bersangkutan.

7. Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena

alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon PNS.

8. PNS yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada

saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2Ol7

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setelah selesai menjalankan

cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara terhrlis

kepada instansi induknya paling lama I (satu) bulan setelah selesai

menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

9. PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara

dan telah diaktilkan kembali sebagai PNS, dapat mengajukan cuti

tahunan apabila telah bekerja secara terus-menerus paling singkat I

{satu) tahun sejak diaktilkan kembali sebagai PNS.

lO, Penghasilan lain yang antara lain berupa. tunjangan kinerja,

tunjangan perbaikan penghasilan dibayarkan kepada PNS yang

sedang menjalankan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan

pemndang-undangan.



-21 -

V. PENUTUP

1. Apa.bila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai

kesutitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat

penyelesaian.

2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-bailmya,

KEPAI.A

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

NEGARA

Kumiari

Perundang-undangan,



ANAK IAMPIRAN l.a
PERATURAN BADAN KEPEGATVAIAN NEGARA
REPUBUK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2OI7
TENTANG
TATA CARA PEMBERTAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIHL

CONTOH KEPUTUSAN
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBER1AN CUTI

KEruruSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNTJR/BUPATI/WAIII(OTA'

NOMOR...........

TET{TANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUII PEGAWAI NMERI SIPIL

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/ Gt'BERMJR/BUPATI/WAIIXOTA'

Menil.bang bahwa untut memperlancar pelaksanaan pemberian cuti
Pegawai Negeri Sipil, perlu menunjuk pejabat yang
diberikan wewenaDg untuk Eenetapkan pemberian cuti
bagi Pegavrai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-
masing;

Mengrngat iini.rrg-urrd"rrg Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan LcBbararr Negara Republik
Indonesia Nomor 994);
Peraturan Pe@erintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentarg
Manajenerr Pegawai Negeri Sipil (Lmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahal
kobaran Negara Republik lndonesia Nomor 6O37);
Peraturan Badan KepegawaiaD Negara Nouor .. Tahun
2OL't tentaJiig Tata Cara Pemberian Cuti Fegawai Negeri
Sipif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MEI{TERI/PIMPINAN LEMBAOA/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA TEI{TANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PEMBERIAN CI'TI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAI.AM LINGKUNGAN KEMENTERIANIIEMBAGA/PROVINSI
/KABUPATEN/KOTA*

KESATU Memberikan delegasi wewenang kepada PNS yang menduduki
jabatan
untuk meEb€rikan/menangguhkan/menolak permintaan
cuti Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya
masing-masing, sepanjarg yang menyangkut: r*

a. Cuti Tahunan;
b. Cuti Besar;
c. Cuti Sakit;

b

2

3

-22
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d. Cuti Melahirkan; dan/atau
e. Cuti Karena Alasan Penting.

Keputusan i]]j Eulai berlaku pada tangml ditetapkan.

Keputusan itai disampaikan kepada Pejabat yang
berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya-

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI / PMPINAN LEMBAGA/ GUBERNUR/
BUPATI/WAIIKOTA*

I
2.
3

CATATAN :

' Coret yang tidak pedu
" Tulis jenis cuti yang akarr didelegasikan

TEMBUSAN:
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ANAX I.AMPIRAN l.b
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
RERJBUK INDONESTA
NOMOR 24 TAHUN 2OI7
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPL

Kepada
Yth

di

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I, DATA PEGAWAI
Nalfia NIP
Jabatan Masa Keria
Unit Kerja

N. JENIS CUTI YANG DI,AMBIL''
1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar
3. Cuti Sakit 4. Cuti Metrahikan
5. Cuti Karena Ala8art Penting 6. Cuti di Luar Tanggungan

N€gara

III.ALASAN CUTI

IV. LAMAI{YA CUTI
S€lama (hari/ bulan /tahun)' mulai tanggal

V. CATATAN CUTT"
1. CT'TI TAHUNAI{ 2. CUTI BESAR
Ta}Iun Sisa Keterangan 3. CUTI SAXIT
N-2 4. CUTI MELAHIRKAN
N-l 5. CUTI KARENA ATASAN PENTING
N 6. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NECARA

VI. AI^AMAT SELAMA MENJAIANKAN CUTI
TELP

Hormat saya,

NIP

!,II. PERTIMBANGAN ATASAN I.ANGSUNG"
DISE-TUJUt DITANCGUHKAN**" TIDAK DISETUJUI'**'

Ttd. yang dis.rtai Na-Ele
dan NIP Pejabat

VNI. KEPUTUSAN PLIABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTT'
DISETUJUI DITANGCUHKAN*"' TIDAK DISETUJUI**''

Ttd. yang discrtai tla.6,
dan MP Pejabat

Catatan:* Corrt yang tidak perlu
*' PiJih salah satu dentan meEberi tanda crntarg ({)*' diisi olch Fjabat yarlg menangani bidang kcpcgawaian sebeluD PNS mcngajukan cuti

ntang dan al,asaIlnya. ,

N = Cuti tahun bcdalan
N-1 - Si.a cuti I t hun sebcluEnya
N-2 = Sisa cuti 2 tahun sebelumnya

f- - l s1d

I l
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IZIN SEMENTARA PEL,AKSANAAN CUTI KARENA ALASAN PENTING

1. Diberikan izin s€mentara untuk melaksanakan cuti karena alasan pcnting
kepada Pegawai Negeri Sipil:
Nama
MP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Unit Kcrja

Selama hari, terhitung mulai tanggal eampai d€Ilgan
tanggal .......,.,.,,.,..., deEgan ketentual sebagai berikut:
a. Sebelum menjalankan cuti karena alasan penring, wajib menyerahkan

pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau p€jabat lain yang ditunjuk.
b. Setelah selesai menjalankafr cuti karera alasan penting, wqlib mel,aporkan

diri kepada atasan langsungqya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.

2, Demikian izin seEentara metraksanakan cuti karena alasan penting ini dibuat
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

NIP..--.

TEMBUSAN:
l.
2.
3. dan s€terusnya.

Catatarl:
* I\rlis na.u.a jabatan dari pejabat yang berwenang memberikan izin seEentara.

ANAK IAMPIRAN I.c
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPI,'BLtrK INDONESIA
NOMOR 24 TAIiUI{ 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN CU?I PEGAWAI NEGERI SIHL

CONTOH IZI N SEMEI{TARA PEI.,AKSANAAN
CUTI XARENA AIASAN PENTING

NOMOR .......................

(..... ....... . ....... .)
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CUTI DI LUAR TANGCUNGAN NEGARA
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ANAI( IAMPTRAN I.d
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPT'BUK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2OI7
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERSE UJUAN
XEPAIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TEIMANG
PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGIJNGAN NEGARA'

NAMA

NIP

PANGKAT/C,OTONGAN RUANG

JABATAN

UNIT KER.JA

MASA KER.'A C,OI'NGAN PADA TANGGAL TAHUN BULAN

GAJI POKOK

TELAH BEKER.IA SECARA TERUS
MENERUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI
SIPIL SE'AK

TANGGAL ....... BIJTAN ....-. TAI{UN.....

AIASAN PERMINTAAN CUTI

I,AMAI,IYA CUTI

NOMOR PERSETUJUAN KEPALA BKN

WILAYAH PEMBAYARAN

DTTETAPXAN TANGGAL ........... TANGGAL

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GI.'BERNUR / BUPATI / WALIKOTA

MEI{TERI/ PIMPINAN LEMBAGA/GI.JBERNUR/BUPATI/WAUKOTA

A.n KEPAIA
BADAN KEPEGAWAITN NEOAII{

Catatan:
' Dibuat llLI rangkap 3 (tiga)
" Corct yang tidak pcrlu

(...........................................) (.........................................)
NIP. ................................
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ANAK LAMPIRAN l.e
PERATURAN BADAN TEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBUK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CAXA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

COI.ITOH KEPUTUSAN
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAOA/ GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

Mengingat

Menetapkan
KESATU

a. bahvra berdasarkan permintaan/permohonan crrti di luar
tanggungan negara Sdr. NIP ....-.....-.,....,.. tangSal

dan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kepala Xantor Regional Badan Kepegawaian Negara
nomor .... tanggal ..-.. yang bersangkutan telah memenuhi
persyarata! yartg ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud
dalam huruf a, p€rlu menetapkan kepuusan cuti di luar
tanggungan negara;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan L€Ebaran Republik Indonesia Negara
Repubtk lndone$a Nomor 5494);

2. Peraturan PeEerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik
lndoaesia Tahun 2O17 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Badal Kepegawaian Negara Nomor ......-..,...... Tahun
teBtang Tata Cara Peoberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

(Berita Negara Rcpubtk Indonesia Tahur 2017 Nonor .......);

MEMUTUSKAN:

Nama
NIP
Pangkat/Golongan Ruang
Jabatan
Unit Kerja
Masa Kerja Golongan
pada tartggal tahuD ......... bulan
Masa K".j" Golongan
Urtuk Kenaikan Gaji
Berkala B€rikutnya
Selama .--.-.---- t€rhituag sampal
dengar ta[ggal

: .......... tahun ...-..-.. bulan-
Eulai tanggal

Menimbang

: Memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada Pegawai Negeri
Sipil:
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Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, yang
bcrsangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS dan 6dak
dip€rhitungkan sebatai Easa kerja PNS.

Sctelah jangka waktu cuti di luar tanggungan negara berakhir PNS

yang bersangkutan wajib melaporkan diri secara tertulis kcpada
pimpinan instansi paling lambat 1 (satu) bulan.

Apabila tidak melaporkan diti tepat pada waktunya PNS yang

b€rsangkutan diberhentikan deugan hormat scbagai PNS.

ASIJ Keputusan ini diberikan ksPada PNS yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergun.k.. sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA'

Catatan:
' Coret yang tidak perlu.

Tembusan Keputusan ini disa.Epaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2, Direktur Jesderal Anggaran Kemcrrterian Keuangar
3. Dirclftur Jenderal Perbendaharaan Negara Kement€rian KeuartgaD
4. Deputi Bidsng Mutasi Kepegawaian Eladan Kepcgacraian Negara
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kcpcgawaian Negara

6. Kcpala Kantor Felayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Badan/Dinas Pengelolaan
KeuanBan dan As€t Daerah di
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ANAK IAMPIRAN 1.f
PERATURAN BADAN KEPEGAWA]AN EGARA
REPI'BUK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2OI7
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWA] NEGERI SIHL

CONTOH PERMINTAAN/PERMOHONAN PERPANJANGAN
CUTI DI LUAR TANCTGUNGAN NEGARA

Kepada
Yth.

di

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama I

MP:
Pangkat/GolonganRuang .
Jabatan :

Memberitahukan dengan hormat, bahwa cuti di luar tanggungan negara y:rng sedang
saya jalankan berdasarkarr Keputusan ,...,...., Nomor .-........ tanggal .....,.,.. akan
berakhir tanggal...........
Sehubungan dengan

maka saya mengajukan perEintaan/pernohonan peqranjangaa cuti di luar
tanggungal negarra tersebut sela.Ea.-.........,.,,.. terhitung mulai tanggal

..-....... s/d tanggal
Selama Eenjalatrkart cuti di luar tanggungan negara alarIlat saya adalah di

Demikiar ah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertiabangkan sebagaiEana
mestinya

Hormat saya,

NIP



CONTOH PERMIITTAAN/PERMOHONAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN
CUTI DI LUAR TANGGTJNGAN NEGARA

PERSETUJUAN
KEPAIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
MRPANJANGAN CUTI DI LUAR TANCIGUNGAN NEGARA.

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

DITETAPKAN TANGG4L,........... ......... TANGGAL

NAMA
NIP
XEPIJTUSAN PEMBERIAN CUTI DI LUAR
TANC,GUNGAN NEGARA
A. NOMOR
b. TANGGAL
c I.AMAI{YA CUTI YANG TEI,AH

DIBERIIGN
d. BERDASARKANPERSETUJUAN

KEPAIA BKN
NOMOR
TANGGAL

IIMANYA PERPANJANGAN CUTI YANG
DIMINTA
AIASAN PERMINIAAN PERPANJANGAN
CUTI
NOMOR PERSETUJUAN KEPAI.A BKN
WII..AYAH PEMBAYARAN
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ANAK IAMPIRAN r.g
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAI NEGARA
REPI,,,BUK INDONESI.A
NOMOR 24 TAHUN 2OI7
TEI{TANG
TATA CARA PEMBERIAN CT,TTI PEGAWAT NEGER] SIPIL

MENTERT/ PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI /WALIKOTA

A.n KEPAI.A BADAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NIP

Catatan:* Dibuat A8tr I rangkap 3 (tiga)

" Coret yang tidak pertu.

(...........................-..---,.-..,...1
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CUTI DI LUAR TANC,GUNGAN NEGARA
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ANAT IAMPIRAN l.h
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBUK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2OI7
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAT NEGERI SIPIL

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI /WALIKOTA

Merriabang

Mengingat

bahwa berdasarkan permintaan/permohonan pcrpanjangan
cuti di luar tanggungan negara Sdr- .............--.. MP
tanggal dan persetujuan Kepala Badan
Kep€gawaian Negara/Kepala Kantor Regronal Badan
Kepegawaian Negara nomor tangga! yang
bersa[gkutan telah memenuhi persyaratan yang diteartukar
dalam peraturan perundalg-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan s€bagainana diaaksud
dalam huruf a, p€rlu menetapkan kePutusan perpartjangan

cuti di luar tanggungan legara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4
Noaor 6, Tambahan L€mbaran Republik lndonesia Negara

Republik krdonesia Nomor 5494);

Peraturan Penerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manaje@en Pegax,ai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negat'a

Republik lndonesia Nomor 6O37):

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor

b

1

2.

Tahun
tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

{Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2017 Noaor .......};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU , *ai ai luar targguEgan Negara yang diberikan berdasarkan

Keputusa! ...-.--....-...-. Nomor
Kepada Pegawai Negeri Sipil:

tansgpl

Nama
NIP
Pangkatlgolongan
ruang
Jabatan terakhir
Unit Kerja
Masa Kerja Golongan
pada tanggal ............ ......... tahula bula.n.

KEPUTUSAN..,.,.,
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Scla.ma marjalankan cuti di luar taDggunten le8ara, yang
bcrsangkutan tidak berhak menerinaa pcngbasilan Pl{S dan tidak
diperhitungkan sebagai Easa kerja PNS.

Setclah jangka waktu cuti di luar tanggungan negara berakhir PNS

yang b€rsangkutan wajib ael,aporkan diri secara tertulis kepada
pimpinan instansi paling lambat I (satu) bulan.

Apabila tidak melaporkan diri tepat pada waktuuya PNS yang

bersangkutan diberh€atikan dengan hormat scb-gFi Pl{S.

ASLI Keputusan ini dib€rikan kepada PNS yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana Eestinya.

MENTERIIPIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/ BUPATI/ WAIIKOTA

Catatan:
' Corct yang tidak pcrlu.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
l. Ketua Badan P?E6iksa Keuangan.
2. Dircktur Jenderal Antgaran KeEcntcrian Keuangan
3. Direldur Jenderal Perbcndaharaan Ncgara Kem€nt€riart Keuangan
4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
5. Deputi Bidang Sistcm lnformasi Kcpcgawaian Badan Kepgawaian Ncgam
6. Kepala Kantor PeLayanan Perbeadahar-aan Negara/Kepala Badan/Diaas

Pengclolaan Kcuar4an dan Asct Dacrah di

-32 -

Masa Kerja Golongan :

Untuk Kenaikan Gaji -......... tahun -........ bulan.
Bcrkala Bcrikutnya
Dipcrpanjang sclama .......... terhiturg mulai tal188d .....................
sa.Epai dengan tanggal .. ........ ...

Dtetapkan di
pada tanggal

(-...........-.-................................1



-

-33-

ANAK IAXPIRAN I.i
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPI'BLIK INDOT{ESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TET{TANG
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIHL

CONTOH LAPORAN TERruLIS TELAH SELESAI MENJAIANKAN
CUTI DI LUAR TANC,GI'NGAN NEGARA

Kepada
Yth.

di

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Unit Ksrja

dengan iDi melaporkan bahwa saya pada tanggal ......,... telah sclesai menjalankan
cuti di luar tanggungan Negara berdasarkan Keputuoan .......... Nomor......... tauBgd

Et€rkenaa.n d€ngan hal ters€but saya mengajuka, p€rEohonan unhrk dapat .rirn*at
dan diaktilkan kemba.li-

Demikian laporan ini saya buat untuk dapat digunakan sebaSaimana Bestinya.

HorBat saya,

NIP
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l



ANAK IAMPIRAN TJ
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPTJBLII( INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2OI7
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH PERMOHONAN PERSETUJLIAN PENGAKTIFAN KEMBALI
SETEI.AH SELESAI MENJAI,.ANKAN CUTI DI LUAR TANC,GTJNGAN NEGARA

MEI{TERI/PIMPINAN LEMBAGA/ GUBERNUR/BUPATI/WAUKOTA

NAMA
TEMPAT, TANGGA], I.AHIR
NIP

L
A
M
A

1- PANGKAT

4. MASA KERJA GOLONGAN tahun ..... bulan
5. GAJI POKOK Rp
6 PERSEfUJUAN KEPAI.A BKN

TEMANG PEMBERIAN CUTI DI LUAR
TANGGUNGAN NEGARA

NOMOR

TANGCAL

TANGCAL
PERSETUJUAN KEPAIA BKN
TET{TANG PERPANJANGAN CUTI DI
LUAR TANGGUNGAN NEGARA

NOMOR

TANGGAL

9 KEPUTUSAN PERPANJANGAN CUTI DI
LUAR TANGGUNGAN NECARA

NOMOR
TANGGAL

IO. TANGGAL SELESAI MENJAIANKAN
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NFSARA

B
A
R
U

PANGKAT
2 GOLONGAN RUANG
3 MASA KER.JA GOLONGAN .... tahun ..... bulan

GAJI POKOK Rp
BERI,AKU MUI.AI

NOMOR PERSETUJUAN KEPAI.A BKN
WII.AYAH PEMBAYARAN

DITE*TAPKAN TANGGAL tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA

A.n KEPAI.A BADAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NIP

Catatan:
' Dibuat AI,LI ranskap 3 (tiga)
'* Coret yartg tidak perlu.

PERSETUJUAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

L'NTUK
MENGAKTIFKAN KEMBAU PEGAWAI NMERI SIPIL YANG TEIAH SELESAI

MENJAI.ANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA'
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2. GOI,ONGAN RUANG
3. I]\dT

7. KEPUTUSAN CUTI DI LUAR
TANGGUNGAN NEGARA

NOMOR

8.

I t.

4.
L s.
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ATAN TAMPIRAN I.K
PERATT'RAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLII( INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN CT'TI PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH KEPUTUSTCN
PENGAKTIFAN KEMBALI

KEPUTUSAN.........

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Menimbang a. bahwa berdasarkan surat Sdr- .........-.......... MP

Mengingat

tanggal dan persctujuan KePala Badan
Kepe8at aian Negara/Kcpala Kantor Regional Badan
Kepcgawaian Netara nomor .-.. tanggal ....... yang bersangkutan
tclal memeruhi pcrsyaratan uutuk dialrtilkaa kembali scbagai

Fegawai Negeri Sipil scsuai derrgan Peraturan perundang-
undargan;

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaiEana difraksud
dalam huruf a, perlu menetapkan kePutusan pengaktifan
kerabali sebagai Petawai Negeri Sipil;

1. Undang-Undarg Nomor 5 Tahun 2014 tentaDg Aparatur SiPil
Ncgara (L€mbaran Negara Republik tndottesia Tahun 2Ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncia
Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2017 tentang
Manajemear Pegawai Negeri Sipif (Lctnbarsr Negara Republik
tndonesia Tahul 2017 Nomor 63, Tsmbahan Isrbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Feraturan Badan tGpcgavaian Negara Nonor
tentalg Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor .......1;

MEMUTUSI(AN:
Menetapkan
KESATU Mengalrtilkan kembdi Pegawai Negsri Sipil:

Narma
NIP
Pangkat/golongan
ruant
Jabatan
Masa kerja golongan
pada tanggal
Gaji pokok Rp
Terhitung Eulai tanggal .......... diaktilkan kembali scbagai Pegawai

Tahun
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KETIGA
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Negeri Sipil.

: Keputusan ini mulai bedaku pada tangsd ditetapkan.

Apabila dikernudian hari t€rnlrata terdapat kekeliruan dalarn
keputusan ini, aksn diadakan perbaikan dqn pqhitunBan k"mbali
sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada PNS yang bereangkutan
uotuk diketabui dan dipergunaka, scbagaioana mestinya.

Ditetapkan di
pada tangga.l

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA

(.. .)

Catatan:* Coret yang tidak perlu.

Tembusan Keputusal ini disampaikan kepada:
1. Kctua Badan Pemeriksa Keuangan,
2. Direktur Jcnderal Anggaran Kemcntcrian Icuangan
3. D&ektur Jenderal Perbendabaraan Negara KeEcrrtcrian Keuangan
4- Deputi Bidang Muto.ei Kepegawaian Badan KepctawaiaD Negara
5. Dcputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
6. Kepa.la Kantor Pelayanan Perberrdaharaan Negara/Kepala Badan/Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di
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ANAK IAMPIRAN 1.I
PERATURAi{ BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANC
TATA CARA PEMBERIAN CI.ITI PEGAWAI NEGERI SIPIL

COi{TOH PERMINTAAN PEI{YALURAN PEGAWAI
PENEMPATAN PADA INSTANSI I,AIN

Kepada
Yth. Xepala Badan Kep€gavaian Ncgara

di

JAKARTA

Nomor
Perihal

:

: Permintaan Penyaluran Pegawai

1. Bersama ini diberitahukan bahwa :

a- Nama
b. NIP
c. Patrgkat/golo[gaD ruang terak]tir
d. Unit Kcrja teral<hir

Telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara sela.aa
berdasarkan Keputusan .,...... -. Nomor -,. -- -.... ta[ggal ..,.,,....

2. Berdasarkan surat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutarr tanggal ..,.-.-... telah
melaporkam diri dan Eerointa untuk dapat diaktifkan kembali-

3. PerEintaan pnngaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang b€rsangkutan tidak
dapat dipenuhi karena tidak tersedia lowongan jabatan pada instansi kaEi.

4. Schubungan deugan hal tersebut di atas malca diEohon bantuan aaudara untul(
dapat menyalurkarr kgawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada instansi lain.
Sebagai bahan pertimbangal karri sampaikan data kepegawaian ].ang
bersangkutan secara lengkap.

5. Demikiau atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

MENIERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GI.JBERNT'R/ BUPATI /WAUXOTA

Catatan:* Coret yang tidak perlu.

(.. .....................-.......-...........)


